
BUPATI BARITO UTARA 
PROVINSJ KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPAT! BAR!TO UTARA 
NOMOR 80 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASlLAN BAGI PEGAWAJ NEGERI SJPIL 
DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BAR!TO UTARA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA, 

a. bahwa perbaikan kesejahteraan pegawai diperlukan daJam 
nmgka mcndukung peningkatan produktivitas dan motivasi 
kerja serta komitmen optimalisasi pelayanan publik; 

b. bahwa mencennati perkembangan kondisi perekonomian saac 
ini dcngan memperhati.kan tuntutan pemenuhan standar 
kebutuban hidup layak minimum, dapat dipertimbangkan 
adanya kebijakan kenaikan tambahan penghasilan bagi 
pegawai; 

c. bahwa berdasarkan ketenruan pasaJ 39 ayat (l ), ayat (2), ayat 
(3), ayat (6) dan ayat (8) Peraturan Meoteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007 tencang Perubahan kedua atas 
Perat:Uran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
centang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah 
Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada 
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif 
dengao memperhati.kan kemampuan keuangan daerah; 

d. bahwa pemberian tambahan penghasilan untuk Pegawai 
Negeri Sipil di ling.kungan Pemerintah Kabupaten Barito Utaxa 
tera.khir kali ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito 
Utara Nomor 8 Tahun 2016 yang mans dianggap sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu 
dilakukan penyesuaian; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, penyesuaian 
Pernberian Tambahan Pengbasilan bagi Pegawai Negeri Sipil 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara; 

I. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tabun 1953 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



1959 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Nomor 1820) 
se.bagaimana telah beberapa kali ctiubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan 
Daerah Tingkat 11 Tabalong dengan mengubah Undang-Undang 
Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembenrukan Daerab 
Tingkat 11 di Kalimantan sebagai undang-undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 1965 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor l Tabun 2004 t.entang 
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tente.ng Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 
Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali ctiubah, 
terakbir dengao Undang-Undang Nornor 9 tahun 2015 tentang 
perubahan kedua atas Undang-Uodang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Dae.rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerinta.h, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

10. Peratura.n Pemerintab Nomor 53 Tahun 2010 tenta.ng 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 6037); 

13. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tencang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 l Nomor 310); 

14. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

15. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifi.kasi Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

16. Peraruran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yan,g manjadj 
Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor l); 

17. Peraruran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 6); 

18. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Barito Utara (Serita Daerah Kabupaten Barito 
Utara Tahun 2016 Nomor 38); 

19. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berl.ta 
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 70). 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARlTO UTARA TENTANG PEMBERIAN 
TAMBAHAN PENGHAS!LAN BAGI PEGAWAJ NEGERJ SIPIL 
DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARJTO UTARA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati Barito Utara ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalab Kabupaten Barito Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintab Kabupaten Barito Utara. 

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 
disetlzjui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

5 . Perangkat Daerah adalab unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Oaerah. 

6. Kepala Perangkat Daerab adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, 
lnspektur, Kepala Saruan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Daerah, Kepala 
Badan Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Camat di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang sclanjutnya disingkat RSUD adalah Rumab 
Sakit Umum Daerah Muara Teweh. 

7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit pelaksana 
teknis yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/ jasa di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 

8. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupatcn Barito Utara 
tempat mcnyimpan uang daerah yang ditenrukan oleh Bupati untuk 
menampung scluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar 
seluru.h pengeluaran daerah. 

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur 
Sipil Negara secara tetap oleh pembiru:i kepegawaian unruk menduduld jabatan 
pemerintahan. 

10. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga 
negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, diangkat dan dipersiapkan untuk 
menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan t\.lgas, 
tanggung jawab, wewenang dan hale seorang PNS berdasarkan jenjang eselon 
tertentu dalam rangka memimpin suatu satuan organisasL 



12. Pejabat StrukruraJ adalah Pegawru Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan 
secara penuh dalarn jabatan struktural (eselon) sesuru dengan ketentuan 
peraruran perundang-undangan yang berada di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Barito Utara. 

13. Eselon adalah tingkat jabatan struktural dalam suatu satuan organisasi 
Pcrangkat Daerah. 

14. Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaska.n untuk 
menjalankan tugas pokok dan fW1gsi pekcrjaan (non eselon) sebagai unsur staf 
pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang 
bekerja dengan keterampilan yang bersifat umum maupun yang bersifat teknis 
dengan didasarkan atas keahlian. 

15. Tambahan penghasilan adalah insentif atau penghasilan taJnbaban '<Clain gaji 
yang diberikan kepada Pcgawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah 
Kabupatcn Barito Utara yang dimaksudkan unruk meningkatkan 
kesejahteraan, produktivitas dan motivasi kerja. 

16. Sanksi Pemotongan adalah hukuman atau disinsentif atas ketidakhadiran kerja 
berupa pemotongan nilai nominal rupiah tambahan penghasilan PNS dan CPNS 
dcngan persentasc potongan yang ditentukan. 

16. Beban Kcrja adalab besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu 
jabatan/ unit organisasi dan merupakan basil kali antara volume kerja clan 
norma waktu. 

17. Kelangkaan Profesi 11dalab bidaag pekerjaan yang dibehaokan kepada pegawai 
deogan keterampilan khusus/ keahlian tertenru dan langka. 

18. Tenaga Medis adalah karyawan rumah sakit atau unit layanan kesehatao yang 
bekerja di bidang medis atau kesehatao, seperti dokter, pcrawat, dan posisi­
posisi lain yang berhubuogan dengan pelayanan pengobatan kepada pasien. 

19. Tenaga Auditor adalah PNS pada lnspektorat Kabupaten Barito Utara yang 
diberi tugas, tangguogjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah. 

20. Koordioator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah PNS sebagru 
koordinator unit kerja non stnlktural yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang pendidika.n di masing-masing kecamatan; 

21. Kepala Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk clan Keluarga Berencana 
adalah PNS sebagai koordinator unit kerja non strukturaJ yang melaksanakan 
urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk clan Keluarga Berencana 
di masing-masing kecamatan. 

BAB ll 
KRITERIAPEMBERIANTAMBAHANPENGHASILAN 

PasaJ 2 

(1) Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS bcrsumber dari APBD Kabupatcn 
Barito Utara. 

(2) Tambahan Penghasilan scbaga.imana dimaksud pada ayat (1) diberi.kan 
berdasarkan Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi. 



P-.tsal J 

(I) Tambahan Penghasilan berdas,irkan Bcban Kerja scbagaimana dimakbuct 
dalam pasal 2 ayat (21 diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan 
Pemerinlah Kabupaten Aanw Uram. 

(2) Dalam hal PNS sehagaimana climaksud pada ayat ( 11 d1tunJuk sehagai Kepala 
ULP, Sekrctaris ULP. Anggo1a Kclompok Kerja ULP dan Anggota Sck:retari:;t 
ULP, maka tambahan penghasilan ynng diberikan adalah Tan1bahan 
Ptnghasilan Bt'rdnsarkan Behan !.erja pada Unit Layanan Pcn)!;adaan Bru-ang/ 
,Jasa Pemt'rintah Kabupaten Barito Utnra 

(3) Dalam hal PNS sebagaimana d1maksud pada ay,11 I q dnunjuk St:bHgai Auditor 
Uta.ma, Auditor Madya, AudJto1 Muda, Auditor Pertama dan t\ud,mr Tn-ampil, 
maka t.ambahan pt>nghasiLw vang diberlkan adalab Tan1bahan Penghasilan 
Bt'rdas;-,rkan Beban Kerja untuk Tenaga Audiror. 

(4) Oalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (11 ditunjuk sehaiiai 
Koordinator Wilayah Kecama1an Bidang Pendidikan. maka tamha.han 
peoghasilan yang dtberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Ekhtlfl 
Kel)a untuk Koorclinator Wilayah Kecrllllillan Bidang Pendid1kan 

(5) Dalarn hal PNS sebaga im:u,a dunaksud pada ayat (II ditunjuk sc-bagai Kepala 
Saruan Pclayanan Pengend.Jlian Pcncluduk dan Keluarga &rencana, mHka 
tamhahan penghasllan yang diberikan a<lalah Tambahan Penghas!lan 
Berdnsarkan Beban Krl)a untuk Kepala S..1tuan Pelavanan Pengr-ndalian 
Penduduk dan Kel uarga Berencrtna. 

Pasal-1 

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profe:., sebagaimann 
dimaksud dalam pasal 2 ay111 (2'. d,bnikan kepada Tenaga l\.kdis: 
a doktcr SJ)f'siali!> Penya.kit Dal.Jm; 
b. dokter Spesialis Kebidanan d,tn Kandungan, 
c. dokter Sp.-slalis Anak; 
d. dokter SJ)f'siali!. Bcdah; 
e. dokter Spesialis Ancste!>i; 
r. dokter Spt>SiaJis R.'ldiolog,; 
g. dokter Spesialis Patologi l,.linik; 
h. dokte-r Spesi::illis Bedah Mulut dan Maksilofasial; 
i. doktt'r Spesialis Syaraf; 
j. dokter Sprsialis Jantung; 
k. doktcr Spes1al1s Tetinga. Hidung dan TenAAorokan (THTJ; 
I. doktcr Spesiahs Mara; 
m. dokrer S~ialis RehabWtas1 Medik, 
n. dokter Spesialis Orthopt'di; dan 
o. doktl"r Umum dan dokter Gigi Penugasan J(husus Residen Senior Pasca 

Jenjang I; 
p. dok,er Umum dan dokrer Gigi; 
q. dok-ter Ht·wan; 
r. peuata Anes1es10logi; dan 
s. pembantu Penata Anestesiologi. 

(21 Oalam hal tloktrr -,pcsialis srna dokkr umum dan doktl'r g,gi sebagaimana 
dimaksud piid,i pa"''ll -I ayat ( l) ditugaskan dalam jabatan -.truktural, maka 



tambahan penghasilan yang diterima adalah tambahan penghasilan 
berdasarkan Kelangkaan Profesi. 

Pasal 5 

(1) Ta.mbahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 
clibayar setiap bulan berdasarkan kehadiran pada hari kerja, kecuali hari libur 
resmi dan cuti bersama dari Pemerintah sesuai daftar hadir yang cliketahui oleh 
Kepala Perangkat Daerah. 

(2) Apabila terdapat kctidakhacliran/ absen maka akan dikenakan Sanksi 
Pemotongan tambahan penghasilan sesuai ketent:ua.n yang diperhitungkan 
pada bu.Ian berikutnya. 

(3) Uang Sanksi Pemot0ngan tambahan penghasilan sebagaimana dim.aksud dalam 
ayat (2) disetor ke Kas Daerah. 

Pasal 6 

(I ) Besaran tambahan penghasilan dan perhitungan Sanksi Pemotongao 
seba.gaimana climaksud daJam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) adalah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu 
kesaruan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Besaran tambahao penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jumlah 
kotor sebclum dipotong pajak sesuai ketenruan yang berlaku. 

Pasal 7 

Tambahan peoghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak d ibcnlcan 
kepada: 
a. PNS yang bcrstatus Masa Persiapan Pensiun (MPPJ; 

b. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.; 

c. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar, 

d. PNS yang berstatus tersangka atau terdakwa atau terpidana; 

e. PNS yang scdang menjalani pemberhentian sementara; 

f. PNS Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang berstatus sebagai pegawai titipan 
pada Pemerintah Daerah lain d i luar linglrungan Pemerintah Kabupaten 
Barito Utara; dan 

g. PNS diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUDJ Kabupaten 
Barito Utara. 

Pasal 8 

PNS yang melaksanakan Perja!anan Dinas, mengikuti Diklat, Cuti Besar dan Cuti 
Karena Alasan Penting khusus untuk keperluan ibadah tetap cliberikan tambahan 
penghasilan, tanpa dikenakan sanksi pemotongan. 

Pasa19 

Tambahan Penghasilan dibebankan pada APBO Kabupaten Barito Utara yang 
dianggarkan pada belanja tidak langsung masing-masing Perangkat Daerah. 



BABm 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraruran Bupati Barito Utara 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Serita Daerah 
Kabupaten Barito Uta.ca Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 1 Tahun 2017 tentAng Perubahan Atas 
Peraruran Bupati Barito Ucara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan 
Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di linglrungan Pemerintah Kabupaten 
Barito Uiara (Serita Daerah Kabupatcn Barito Utara Tahun 2017 Nomor 48), 
dicabut dan dinyats.kan tidak berlaku. 

BABN 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini muJai berlaku pada tanggal l Januari 2018. 

Agar sctiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pcngundangan Pcraruran 
Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Serita Daerah Kabuparen Bari to Utara. 

Diundangkan di Muara Tcweb 
pada tanggal 28 Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO UTARA, 

t.t.d 

JAINAL ABIDIN 

o;cetapkan di Muara Teweh 
pada tanggal28 Descmber 2017 

BUPATI BARITO UTARA, 

t.t.d 

NADALSYAB 

BERJTA DAERAH KABUPATEN BARJTO UTARA TAHUN 2017 NOMOR ... f#?. ...... 

Salina.o sesuai dengan aslinya 



No, 

I 

I, 

I. 

2. 

3, 

4 

s. 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR 80 TAHUN 2017 
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENOHASILAN BAGI 
PEGAWAJ NEGERI SIPIL DAERAH DI UNGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATE:N BARJTO UTARA 

BESARAN DAN SANKS1 PEMOTONGAN 
TAMBAHAN PENOHASILAN BAGI PEOAWAI NEOERI SIPIL DAERAH 

DI LINOKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA BEROASARKAN BEBAN KERJA DAN KELANOKAAN PROl<'ESI 

MENOIKUTI APEL CUTI BESAR DAN 
TIDAK MASUK KERJA TIDAK APEL PAO!/ PAOI DAN SORE CUTI KARENA 
TANPA KE'TERANOAN TIDAK MASUK KERJA ALASAN PENTINO KOMPONEN 

TAMBAFJAN SORE TANPA TETAP1 TIDAK MASUK 
TANPA K&TERANOAN, SELAIN UNTUK LEBIH DARI 10 HARi, JABATAN KETERANOAN PER KERJATANPA CUTI DILUAR (ESBLON DAN PENOH/\SlLAN 

ORANG, PER APEL KETERANOAN Pl>R PER DRANO PER HARi KEPERLUAN IBADAH 
TANOOUNOAN /BUI.AN DIPOTONO SERTA IJIN LEBIH NON ESELON) DIPOTONO ORANG PER HARi 

(4 %) DARI 10 HARi PADA NEOARA PADA BULAN fl%) DIPOTONO 
BLN YB$ DIPOTONO YBS DIPOTOt/0 {2 %) 

(50 %1 (100%) 

' ] , 4 • 6 7 • 
A, TA118AHAII PMORASILAII BERDASARKAJf BUAi! KERJA 

PEIASAT STRUKTURAL (Eselon) 

Efl':lon lJ a Rp. 15.000,000 Rp. 150.000 Rp. 300.000 Rp, 600.000 Rp, 7.500.000 Rp. 15.000.000 

E••lon II b Rp. 1.eoo.000 Rp. 75.000 Rp. 150.000 Rp. 300.000 Rp. 3.750.000 Rp. 7.500.000 

Eeelon UI a Rp. 4 .250,000 Rp, 42.500 Rp. 85.000 Rp, 170 ,000 Rp. 2 .125,000 Rp, 4.250.000 

Eocloo IU b Rp. 3.400.000 Rp. 34.000 Rp. 68.000 Rp. 136.000 Rp. 1.700.000 Rp. 3.400.000 

Ei,,:Jon LV a Rp. 2.360.000 Rp, 23,500 Rp. 47,000 Rp, 94,000 Rp, 1.175,000 Rp, 2.350,000 



6. &scion IV b Rp. 2.oso.000 Rp, 20.500 Rp. • t.000 Rp. 82.000 Rp. 1.025.000 Rp. 2 .050.000 

II. PELAKSANA (Non lisclon) 

7. Oolongan IV Rp. 1.800.000 Rp. 18.000 Rp. 36.000 Rp. 72.000 Rp. 900.000 Rp, I.800.000 

8. Oo1onga.n JU Rp. 1.500.000 Rp. 15.000 Rp, 30.000 Rp. 60.000 Rp. 750.000 Rp. 1.soo.000 

9. Oolongan n Rp. 1.250.000 Rp. 12.500 Rp. 25.000 Rp. 50.000 Rp. 625.000 Rp. l.250.000 

10. Oolongan I Rp. 1.100.000 Rp. 11.000 Rp. 22.000 Rp. 44.000 Rp. 550.000 Rp. 1.100.000 

111. PNS PAOA UNIT LA YANAN Pl!NGADMN 8AIIANC/ IASA 

11. Kcpala Unit Rp. 7,500.000 Rp. 75.000 Rp. 150.000 Rp. 300.000 Rp. 3.750.000 Rp. 7.500.000 

12. Sektttarls Rp. 5.000.000 Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 2.500.000 Rp. 5.000.000 

13. Anggout 
Rp. 3.500.000 Rp. 35.000 70.000 3,500,000 Rp. Rp. 140.000 Rp. 1.750.000 Rp. Kelompok Kol)• 

14 Anggota 
Rp. 

Sckrctarint 
2.soo.000 Rp. 25.000 Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. 1.250.000 Rp. 2.500.000 

IV. TENAGA AUDITOR 

IS. Auditor Utamn Rp. 6,750.000 Rp. 67.500 Rp. 135 .000 Rp. 270.000 Rp. 3.375.000 Rp. 6.750.000 

16. Auditor Madya Rp. 5.250.000 Rp. 52.500 Rp. 105,000 Rp. 210.000 Rp. 2,625,000 Rp. 5.250.000 

17. Auditor Muda Rp. 4.500.000 Rp. 45.000 Rp. 90.000 Rp. 180.000 Rp. 2.250.000 Rp. 4.S00.000 

18. Auditor Pertama Rp. 3.750.000 Rp. 37.500 Rp. 7S.000 Rp. 150.000 Rp. 1,875.000 Rp. 3.750.000 

19. Audicor Tctrampil Rp. 3,000.000 Rp. 30,000 Rp, 60.000 Rp. 120.000 Rp. 1.500.000 Rp. 3.000.000 



- .. 
V KOOMOIM'l'OK WIIA~AII 

',!() 1(.,.,, 111,,.101 d P· 
wuoy11h Kecarw.r:an 
U1,J.t13S Pcndtdtk4n 

v~ KWALA \A1'1MN PEI.AYANA, 

·- -
2IJ Kcp,lia S""'"" c· Pr.-lfl.yanan 

l'eugcndo.JJw1 
Pienrh 1<hd< ton KB 

t- -- ---

--- -
JJ Dnl<tl"r ~p,-mfth• Rp, 

~ya.k!.t_Q_.iltilll 

23 Do)tler Sp,tl\t.nh• 
l\rlw.11mRn dau Rp. 
K:1.rndut18,Wt 

J•I Dokt.._. ~;p .. ~ialffl Rp. 
. . Anl'k -

15 t.)oklcr $J)".sinlis Rp 
u~Jnh 

2li Ooklrf Spt'ttinhtt R11 
/meatasi - -17 llok~t Spei~h.1 Rp ,_ _R•dio!31i_ -

28 Ook1"1 Spesiah$ Rp 
Pat\)Jl'lol1 1:-:llmk 

·JfJ l)ok:t.c'r Spi!•,1,11it. 
lledah Mulut dan Rp. 

Mnk1ilol"1u,l 
:10. Doklrl Bw·•lalla kp. 

Sy1uaJ 

31, Ookter sv,-•iall.• Rp . 
,_ . _JR~!Ufl:i~ - · 

32. Ooktl!l' Spestahs 
Rp. Tchni;,I, Hiduu~ 

- 1..-t!._A'! i ! .IJfi?.f.f'~~l'.i. __ _. 

i .3e 0~. 2J50f) I Rp 

J__ .l. 

•7000 l Rp. IHIIOO I~ I 175 O()(J l Rp 2.350.000 

3.350 000 Rµ. J3S()O Rp 17.fl(Jo) I Rp. 4100(; l lip --1 175 ()()Cl I R1,. 
~ 3.C:-,C-J,000 

8, T AMBAIIAN PENGHASJJ.A11 BIIRDASARIWI KELANGKAAN PROFZSI 

30.000 ---+-Rp. JOO ono +-1'p r,oo.uoo I Rp. ~ __ ,000 I 200.00U I Rp 15 000 OOIJ Rp 30.000,000 

- . 

30.000 000 f<p. 300.000 Rp t,(I0.000 i<p 1-ioo.000 I Rp 15.00l).(J()O Hp. 30 000 (J(J(J 

. ~ 

30.000 

30.000 

◄0.000 

,000 

000 

000 

~!p~ J(I() 000 

l Rp. JOO 0(,0 

Mp 600 000 

Rp. 600.000 

Rp 

Rp 

I 200.0011 I ~r,. 1ri.ooo.ooo Rp .10.000.000 
--

I 200.(J()O I Hp. 15.0CXJ.Ooo WJ.1 ..IO (JO() 000 

--
Rp. 8()()000 Rp 1 6110.000 ,..,,, J() 000.000 Rp. ,0.000000 

r Fp. 
. - .-

30.000, 

30.000 

000 

000 
---

30.000, 000 

.000 30,000. 

30.000. 000 

30,000 .000 

kp. JOO on<> . ~ 
Rp 30()000 --
Rp. :JOO.U(>O 

- -
Hp. 300.0(\0 

~p JOO. OQO 

Rp. aoo.ooo 
- -

Rp. ,;!)(1000 Hp 
~ --

Rp. 600.()()(l !{p ---
Rp tiOO 000 Rp. 

' -

Rp. 600.0CIO llp 

Rp. :;_r· r,00.000 . Rp Rp, 

l:J()().tXlO Rp. t 5 ()()IJ 000 Rp J0.()0(1.000 

~ - . 

1 200.000 Rp. 15.000.000 Rp , 30.000.000 

- - - - - --
IJ00.000 Rp 15 (l()()(J(X) Rp. J(),OOl),000 

~- - - . - . 

l 200.000 Rp. 15,00().000 Rp 30 000.000 

- -- - -~ 

I ~00.00IJ Wp 15.(lfJ0.000 kp. ao.non.ooo -
1200 noo Rp. )5.000.000 Rp. 30000000 



;i3. I Dokkf Spr,,nh11 
r 

Rl'.:____30 .000,000 l Rp :i00.000 Rp. 601.1,U(l(I Rp. I .20tJCIVO 1 Rp. I r..ouo.000 I Rp JO,Oll0.01.lO 

~- -- - -
J·l I Dolm•t ~pcl'iu,h• ,~.l ~"'"". t ,,, :JOO i,)() Rp f.,00,000 Rp 1 .,21.)1.1,QO(J ftp. I 5 (l()(l 000 I l~p. 30.000.000 

Rehabd1tA.8I Medik . --.,.- I Rp . .35. ) L>t.okh•r Spt-~w.d..L& Rp. 30,000.000 Rp. JW.OOU ~p. t,OO vutJ l{p. l .!01).fKk) I ~ _()(){).()(Ji) l Rp VI ()()(),;_ 11 \fJ 

C?~_l_h<,p·,h 

1 
3-(l. I Ookh•t Umum dan 

L>okll"t 0"'1 

I I Rp I Rp. 
~Jl\\gil81Ul h"hui;u• Rp. 7 ,500.000 Rp 75 <JOO Rp l !"-i0.000 Rp JO.l.OOU J.750.000 1 ,5UUJ_)(>U 

R~1uden Senior" 
. Pw"·" J•·nJM~_I 

I Rp. 5.000.000 I Rp. 
--

37 l 1Mk1l'!f \ lnrnm 5011()() l'p -•.)(I 000 Rp. lU0.000 Rp 3 5-00.000 Rp. s.ooo.ouo 

-- ---- ---~ --
,J,tl 1.'lol<l•l Olgi Rp. 8 ,000.000 l'p 50000 Rp lll0.000 Rp 200.000 Rp ~1.500.000 Rp s.ouo.ooo 

- - - - -- -
39. 1.>vk1,•r Hf'."<A'AJl Rp, 8.000.000 Rp 5(>.(,00 Rp I OClf)()ll Rp. :.100000 Rp 2.500000 Rp. 5.ouo.coo ---
·10. l'enn11, Rp, 2.000.000 Rp. ,JO.UCO Up _.,1.uno Hp. 801100 l{p, 1.000.000 Pp. 2 .<JOO O(l() 

An"6lNi1Dlo¢ 
~ -~ - . ·- -- ~ --

·11 1 P,,.mbanm Pen11iu. Rp, 1,250.000 Rp, l ~ .fiQO Rp 15.000 Rp !i◊.OOU Rp 625000 Rp 1250.()()0 

An1':8l.eS.ll1 logL - --

BARJTO UTARA, 


